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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri
86 Tahun 2017, tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja  Inspektorat Daerah Tahun
202.3;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir



Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 79);

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan
mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya

disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Bupati.



7. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan
Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya

~ disebut Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan
Inspektorat Daerah Tahun 2023.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah yang selanjutnya
disebut RKA Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
pengaanggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program kegiatan Inspektorat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 2

Renja Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan
arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah.

Pasal 3

Renja Inspektorat Daerah disusun bertujuan untuk :
a. pedoman penyusunan RKA Inspektorat Daerah Tahun 2023; dan
b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah
Tahun 2023.
Pasal 4

(1) Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat
Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.

(2) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat
Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah
tahun berjalan.

(3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu
dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa
rumusan Kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun
dalam rancangan awal Renja Inspektorat Daerah dilakukan dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

(4) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5
Inspektur Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Inspektorat Daerah
dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.




Pasal 6

(1) Renja Inspektorat Daerah disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
BABIII Tujuan dan Sasaran;

BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
BAB V  Penutup.

N

(2) Penjabaran Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Inspektur Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
Renja Inspektorat Daerah. '
(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
Renja Inspektorat Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Inspektorat
Daerah; dan
C. evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah.

(3) Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun laporan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja
Inspektorat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk
dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.

(4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan
program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Perubahan Renja Inspektorat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan Kkegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Inspektorat Daerah menerima surat



edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja |
Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

a. perubahan RKPD Tahun 2023; dan

b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

h Aqutus 2022

Diundangkan di Painan

Pada tanggal H Armuttus 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

"
MAW I ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2t
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi
seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam
melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja
Tahunan ini, untuk itu sangat diharapkan masukan-masukan positif dari
semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini

dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Wabillahhi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb




KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat
Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah

2.3.4 Tantangan dan Peluang
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

12

18
22

22
23

24

27
28
28
36



BAB III

BAB IV
BABV

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PENUTUP

37
37
40
49
61



Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Tabel 3.1.

Tabel 3.2.

Tabel 4.1.

Tabel 4.2

DAFTAR TABEL

Halaman

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-
2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Tahun 2023

14

19

30

36

39

44

50

56




DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten,
RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPN dan
SDGS

26



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode
1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan pada Tahun 2023, yang merupakan
penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan ditinjau
kembali dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2021,
untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian
untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam

perencanaan pembangunan. Dan perubahan aturan tentang
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Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023. Penyusunan Renja juga
menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah ditingkat Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri untuk tercapainya sasaran Pembangunan
Nasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan
yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan
yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan
Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi
dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Hal ini
mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang
mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun
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berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu

kepada RKPD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang
sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif
waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi
menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk
periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5
tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan
perencanaan di tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: Rencana
Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan rencana untuk
periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Penyusunan Renstra-PD dimaksud berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD,
lintas PD, dan program kewilayahan.

c. Pemda menyusun Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD)
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan
menggunakan bahan dari Renja PD untuk jangka waktu satu

tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
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d. Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang
disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana
kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir
bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Rencana
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan
ditingkat perangkat daerah selaras dengan program
pembangunan di tingkat pemerintah kabupaten dan program
perangkat daerah ditingkat kabupaten dapat bersinergi dengan
program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan
pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renja untuk
menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
| Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat

provinsi dan Kementerian Dalam Negeri ditingkat pusat.
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1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan
hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 diantaranya adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt. Nomor
21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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13.

14.

15.

16.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023.
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1.3

1.4

Maksud dan tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian
kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja
Tahunan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan.

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan
melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Inspektorat
Daerah tahun 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja
Inspektorat  Daerah, keterkaitan antara Renja
Inspektorat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra
Inspektorat Daerah dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi.
1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan yang mengatur kewenangan Inspektorat
Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Inspektorat Daerah serta susunan garis besar isi
dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun

2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra
Inspektorat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun
berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi
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program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat
Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan
Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah
Berisikan tentang sejauh mana tingakat kinerja
pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Inspektorat Daerah.
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan
yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai
alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan
temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal
RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan
tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat
Daerah
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Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan
program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup
Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan
penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah

pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.
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BAB I1

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 senilai Rp. 7.627.453.397,- (Tujuh milyar enam ratus dua
puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus
sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari 2 (dua) program dan 7
(tujuh) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 7.220.766.169,-
(Tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh
enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Untuk menilai
kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian
kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi” yaitu capaian
berkisar antara > 90-100%, "Tinggi” yaitu capaian berkisar
antara >75-90%, "Sedang” yaitu capaian berkisar antara >65-
75%, "Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan
”Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja
tahun 2021 terdapat 7 kegiatan yang dengan status capaian
"Sangat Tinggi” (90,04%). Untuk capaian kinerja keluaran
(output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai
perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2022
dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang
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akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT
Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah
sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :
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Tabel 2.1

Tabel (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Pemerintah Daerah dan | Program (Outcome)/ Capaian Target Kegiatan Tahun 2021 program dan Target Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Program Kinerja Keglatan Daerah s.d tahun berjalan
(Renstra Hasil Renja
Perangkat Program Target Renja Realisasi Tingkat Perangkat Realisasi Tingkat
Daerah) Tahun dan Perangkat Renja Realisasi = Daerah Tahun Capai Capaian
2022 Keluaran Daerah Tahun Pengakat (%) 2022 Program dan Realisasi
Kegiatan 2021 Daerah Tahun Kegiatan s.d Target
s.d 2021 tahun Renstra
tahun berjalan (%)
2020 (Tahun 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(8+9) 11=(10/4)
01 | 01 PROGRAM PENUNJANG " il
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
o1 [o1 | 2] 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
01 |01 [ 202 |01 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 59 Orang/ 56 Orang/ 56 Orang/ 100% 59 Orang/ | 115 Orang/ 194.92
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Tunjangan ASN
01 |01 [ 2] 02| 02| Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen 21 | Dokumen 12 | Dokumen| 12| Dokumen 100% 15 | Dokumeny 27 Dokumen| 128.57
Pelaksanaan Tugas ASN Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
o1 [o1 |2 |05 Administrasi = - ]
K W P t
Dacrah
01 101 | 210509 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai 27 Orang 60 Orang Orang 0% 2 Orang 2 Orang 7.41
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas |
Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang |
Mengikuti i
Pendidikan dan |
Pelatihan |
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Administrasi Umum

Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Perangkat Daerah
01 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% Paket 18 Paket 150.00
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 2 Paket 12 Paket Paket 0% Paket 6 Paket 300.00
dan perlengkapan Kantor | Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
vang Disediakan
04 | Penyediaaan Bahan Jumlah Paket Bahan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% Paket 18 Paket 150.00
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% Paket 18 Paket 150.00
Cetakan dan Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% Paket 18 Paket 150.00
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
08 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 | Laporan 100% Laporan 18  Laporan 150.00
Tamu Fasilitasi Kunjungan
Tamu
09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12| Laporan 100% Laporan| 18  Laporan 150.00
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penunjang Urusan
Pemerintaban Daerah
02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 | Laporan 100% Laporan 18  Laporan 150.00
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
04 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12| Laporan 100% Laporan 18  Laporan 150.00
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01

01

09

Hasil Pemeriksaan
APIP

Urusan Pemerintahan
Daerah
o1 [ o1 09 [ 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 13 Unit 12 Unit 12 Unit 100% T Unit 19 Unit 146.15
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak, dan | atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya
o1 | o1 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan 20 Unit 12 Unit 2 Unit 100% 15 Unit 27 Unit 135.00
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara
01 [ 01 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilita | Jumlah Gedung 1 Unit 12 Unit 1 Unit 8% 1 Unit 2 Unit 200.00
si Gedung Kantor dan Kantor dan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabili
tasi
o 02 PROGRAM - - - -
PENGAWASAN
01 | 02 01 Penyelenggaraan - - s L -
Pengawasan Internal
o1 | 02 01 | Ol | Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan 10 Laporan 8 Laporan 4 Laporan 50% 4 Laporan 8 Laporan 80.00
Pemerintah Daerah Hasil Pengawasan
Kinerja Pemerintah
Daerah
o1 | oz 01 | 02 | Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan 160 | Laporan 152 | Laporan| 104/ Laporan 68% 86 | Laporan| 190 Laporan 118.75
Pemerintah Daerah Hasil Pengawasan
Keuangan
Pemerintah Daerah
01 | 02 01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan 8 Laporan 7 Laporan 4 Laporan 57% 3 Laporan i Laporan 87.50
Hasil Reviu Laporan
Kinerja
01 | 02 01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan 5 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 25% 1 Laporan 2 Laporan 40.00
Hasil Reviu Laporan
Keuangan
01 | 02 01 [ 07 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen 12 | Dokumen 15 | Dokumen 15| Dokumen| 100% 21 | Dokumen 36 Dokumen| 300.00
Tindak Lanjut Hasil Hasil Monitoring dan
Pemeriksaan BPK Rl dan | Evaluasi Tindak
Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut
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01 | 02 02 Penyelenggaraan = = J ¥ 9
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu
01 | 02 02 | 01 | Penanganan Jumlah Laporan 1 Laporan Laporan Laporan 0% 0 Laporan - Laporan -
Penyelesaian Kerugian Penyelesaian
Negara/Daerah Kerugian
Negara/Daerah yang
Ditangani
01 | 02 02 | 02 | Pengawasan Dengan Jumlah Laporan 117 | Laporan 30 Laporan Laporan 30% 104| Laporan| 113 Laporan 96.58
Tujuan Tertentu Hasil Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu
o1 |03 PROGRAM PERUMUSAN : 5 : : J
KEBLJAKAN,
ASISTENSI
01 03 02 i . . = = =
Asistensi
01 | 03 02 | 01 | Pendampingan dan Jumlah Perangkat 41 | Perangkat 3 Perangkat Perangkat] 0% 20 | Perangkal 20 Perangkat 48.78
Asistensi Urusan Daerah yang Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Pemerintahan Daerah Dilakukan
Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan
Daerah
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berisikan
kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja
Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma
Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas
pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator
Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya
yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean goverment dan
pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja
difokuskan pada 2 program utama yaitu Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah dan Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat
dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :
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Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO INDIKATOR SPM/STANDAR IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN
NASIONAL ANALISIS
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN | TAHUN | TAHUN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2022
i 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
1 OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Jumlah 160 obrik | 170 obrik 177 184 194 215 121 obrik 100 125
Pengawasan obrik obrik obrik obrik obrik obrik
Internal secara
Berkala
Jumlah kasus | 30 kasus | 45 kasus | 55 kasus | 65 kasus | 75 kasus 85 9 kasus 87 kasus 115
pengaduan kasus kasus
dilingkungan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah  temuan 550 750 850 1000 1100 1200 438 593 600
pengawasan yang | Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan | Temuan Temuan Temuan temuan
telah terinventarisir
Jumlah LKPD yang | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 1 laporan 1 1
dievaluasi laporan laporan laporan
Jumlah Hasil 550 750 850 1000 1100 1200 329 317 600
Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan | Temuan Temuan Temuan Temua
Pengawasan yang n
telah ditindak
| lanjuti
2 Nilai Rata-Rata Jumlah APIP yang - orang 27 orang | 40 orang | 50 orang | 60 orang | 70 orang 5 orang 2 orang 5 orang
Reformasi mengikuti Diklat
Birokrasi
Pemerintah
Kabupaten Jumlah APIP yang 12 12 12 12 12 12 12 T 2
mengikuti Pelatihan | Angkatan | Angkatan | Angkatan | Angkatan | Angkatan | Angkata | Angkatan Angkata Angkat
Kantor Sendiri n n an
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Jumlah RKA Awal
dan Perubahan
yang di evaluasi

45 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OFD

41 OPD

41 OPD

45 OPD

41 OPD

41 OPD

Jumlah RPJMD
yang direviu

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

laporan

1 laporan

laporan

laporan

Jumlah Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA), PPRG dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
yang direview

45 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

Jumlah LKj,
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA),
Penetapan Kinerja
dan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah PD
yang dievaluasi

45 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

45 OPD

41 OPD

41 OPD

Rata-rata nilai
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)

Jumlah LKj PD
yang dievaluasi

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

laporan

1 laporan

laporan

laporan

Level Maturitas

Jumlah PD yang
mengimplemtasika
n SPIP

45 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

41 OPD

45 OFPD

41 OPD

41 OPD
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Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021, realisasi
capaian kinerja jumlah pengawasan tahunan pada tahun 2021
sejumlah 160 obrik target dan terealisasi 121 obrik atau
tercapai 75,63 %. Untuk persentase penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan pada tahun 2021 yaitu tindak lanjut hasil
temuan BPK tercapai 79,64 % dari target 90 % atau realisasinya
88,50% dan untuk tindak lanjut hasil temuan Inspektorat
Daerah tercapai 59,82 % dari target 80 % atau realisasinya 85%.
Untuk Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK pada Tahun 2021
tercapai dengan prestasi predikat opini WTP untuk Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20201
dikeluarkan BPK pada awal tahun 2022. Kinerja yang rendah
pencapaiannya adalah penyelesaian tindak lanjut temuan
pengawasan. Persentase PD yang mendapat Rata-rata nilai
SAKIP Perangkat Daerah tahun 2021 dengan nilai B dengan
target B, Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
dengan nilai CC dengan target CC dan Level Maturitas SPIP
Pemda telah mencapai target dengan capaian kinerja level 3.
Untuk kinerja yang belum tercapai perlu menjadi perhatian
khusus dalam peningkatan kinerja pelayanan ke depan.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat
Daerah sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan
penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan
yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan
sekaligus sebagai tolak ukur Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam pencapain kinerja seperti terlihat pada
tabel 2.2 tersebut.
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2.3

Daerah
2.3.1 Analisis tingkat kinerja

Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir
Selatan telah menyusun program kerja dan kegiatan
dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan
fungsi serta upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dalam
RPJMD tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan mendukung pencapaian Misi “Memperkuat Tata
Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis dan Transparan”

Dalam pencapaian tujuan “Mewujudkan
Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja”.
Indikator yang sudah tercapai yaitu opini WTP atas LKPD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, Nilai Rata-Rata
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten mencapai
nilai CC, Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah baru
mencapai nilai BB dan level Maturitas SPIP mencapai level
3. Tantangan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah mempertahankan
capaian opini WTP atas LKPD dan Maturitas SPIP serta
meningkatkan rata-rata nilai SAKIP dan Nilai Rata-Rata
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP
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berdasarkan kriteria Internal Audit Capability Model
(TACM) yang mengelompokan Kapabilitas APIP ke dalam
level yaitu level 1 (Initial), level 2 (Infrastructure), level 3
(Integrated), level 4 (Managed) dan level 5 (Optimizing)
sesuai dengan target RPJMN 2015-2021. Kapabilitas APIP
pada akhir tahun 2019 telah mencapai level 3 penuh.
Untuk itu Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya-upaya
mempertahankan Kapabilitas dengan berpedoman pada
Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-
2021 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.
Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2019, Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berada pada level
3 berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor
SP-21/03/02/2018 tanggal 9 Januari 2019 perihal Hasil
Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Diupayakan
dapat mempertahankan level Kapibilitas APIP ke level 3
tahun 2023.
2.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan merupakan gap expectation antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa
datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,
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kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan
jumlah objek pemeriksaaan baik pemeriksaan regular
maupun pemeriksaan kasus/khusus.

2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam
menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
memberikan informasi adanya penyimpangan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah

Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh
Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan
memegang peran penting dalam mengawal dan
mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah
dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam mencapai kinerja terbaik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku
APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi
birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. Terkait dengan Visi dan Misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026, kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada pencapaian
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Misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan trasparan. Terkait dengan
pencapaian Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN)
Tahun 2005-2025, kinerja Inspektorat Daerah
berdampak pada pencapaian agenda  nasional
“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis, dan Trasparan”. Membangun
Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-
Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan

“

agenda Memperkuat Kehadiran Negara Dalam
Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”. Terhadap
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian
tujuan 16, yaitu "Memperjuangkan masyarakat yang
damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan
bagi semua dan membangun intitusi-institusi yang efektif,
bertanggungjawab dan inklusif pada semua tingkat dan
sasaran secara substansial mengurangi segala bentuk
korupsi dan penyuapan secara substansial.

Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan,
RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPN dan SDGs dapat

dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :
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Gambar 2.1

Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provisi Sumatera Barat,

Melaksanakan reformasi
dengan aparatur yang
bersih dan responsif

dalam rangka
peningkatan pelayanan
kepada masyarakat

| Menguatkan masyarakat
yang inklusif dan damai
untuk pembangunan
berkelanjutan,
menyediakan akses
keadilan untuk semua,
dan membangun
kelembagaan yang
efektif, akuntabel dan
inklusif di semua
tingkatan
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Selatan 2021-

2026

Meningkatkan tata
pemerintahan yang baik,
bersih dan profesional

RPIND
Sumatera

" Barat 2021-

2026

Pembangunan aparatur
negara dilakukan melalui
reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme
aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata
pemerintahan yang baik di
pusat maupun di daerah agar
mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di
bidang-bidang lainnya
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2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa

tantangan dan peluang. Tantangan pengembangan dan

pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
adalah :

1.

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran
Inspektorat Daerah dalam pembangunan yang
akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Rendahnya pemahaman dan animo PD/auditan dalam
melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan.

Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
Lemahnya  sinergitas program dan kegiatan
pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1.

Adanya  peraturan perundang-undangan dan
kebijakan pemerintah yang mendukung peran
Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintahan
daerah.

Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah
terhadap keberadaan Inspektorat Daerah.
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi yang mendukung Inspektorat Daerah.
Tingginya animo dan apresiasi para pemangku
kepentingan terhadap Inspektorat Daerah dalam

Pengawasan Pemerintahan Daerah.
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5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan

budaya daerah terhadap pengawasan.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis
Dalam upaya melakukan misi memperkuat tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan
transparan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, pencapaian sasaran meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
dan meningkatnya Maturitas SPIP, maka perlu ditetapkan
isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan
serta menyusun program prioritas Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan,
maka perumusan isu-isu strategis adalah :
1. Kurangnya kompetensi aparatur pengawasan.
2. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja.
3. Masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil
pemeriksaan aparat pengawasan internal oleh
Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan
kebijakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2022, maka
Rencana Kerja Tahun 2023 relatif tidak ada perbedaan mendasar
dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan
Rencana Kerja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya
menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD
Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting
untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah

dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 28




RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi,
sinkronisasi dan keselarasan antar Rencana Kerja Tahunan
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tertuang dalam capaian Sasaran
Strategis Tahun 2022. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel
2.3 berikut ini :
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tabel 2.3
Tabel (T-C.31)
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO RANCANGAN AWAL RKPD 'HASIL ANALISIS KEBUTUHAN KEBUTUHAN CATATA
DANA N
PENTING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR TARGET Kebutuhan PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR TARGET CAPAIAN
KINERJA CAPAIAN Dana/Pagu : KINERJA :
Indiktif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSPEKTORAT 8,300,596,293
DAERAH 8,300,596,293
L PROGRAM 7,030,596,293 | PROGRAM PENUNJANG 7,131,607,650
PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
A. Perencanaan, 31,000,000 |Perencanaan, 23,692,226
Penganggaran. dan Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat
ae
1 Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen Dokumen 30,000,000 [Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen Dokumen 23,692,226
Perencanaan Perangkat Pesisir Perencanaan Perencanaan Perangkat Pesisir Perencanaan Perangkat
Daerah Selatan. Perangkat Daerah Daerah Selatan. |Daerah
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
2 Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Laporan Laporan 1,000,000 |Evaluasi Kinerja Perangkat |Kab. Jumlah Laporan Laporan -
Perangkat Daerah Pesisir Evaluasi Kinetja Daerah Pesisir Evaluasi Kinerja
Selatan. Perangkat Daerah Selatan. |Perangkat Daerah
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
B. Administrasi Keuangan 6,295,596,293 |Administrasi Kenangan 6,392,841,246
Perangkat Daerah Perai t Daerah
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Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah Orang 59 |Orang/Bulan 6,200,596,293 |Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah Orang yang 59 | Orang/ Bulan | 6,306,596,967
Tunjangan ASN Pesisir yang Menerima Gaji Tunjangan ASN Pesisir Menerima Gaji dan

Selatan, dan Tunjangan ASN Selatan. |Tunjangan ASN

IV Jurai, IV Jurai,

Painan Painan
Penyediaan Kab. Jumlah Dokumen 12 [Dokumen 95,000,000 |Penyediaan Administrasi Kab. Jumlah Dokumen 12 | Dokumen 86,244,279
Administrasi Pesisir Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN Pesisir Hasil Penyediaan
Pelaksanaan Tugas ASN | Selatan. Administrasi Selatan. |Administrasi

IV Jurai, Pelaksanaan Tugas IV Jurai, |Pelaksanaan Tugas ASN

Painan ABN Painan
Administrasi 50,000,000 |Administrasi Kepegawaian 50,000,000
Ke t Perangkat Daerah
Daerah
Pendidikan dan Kab. Jumlah Pegawai 5 jorang 50,000,000 |Pendidikan dan Pelatihan |Kab. Jumlah Pegawai 10 | Orang 50,000,000
Pelatihan Pegawai Pesisir Berdasarkan Tugas Pegawai Berdasarkan Pesisir Berdasarkan Tugas dan
Berdasarkan Tugas dan | Selatan. dan Fungsi yang Tugas dan Fungsi Selatan. |Fungsi yang Mengikuti
Fungsi IV Jurai, Mengikuti IV Jurai, |Pendidikan dan

Painan Pendidikan dan Painan Pelatihan

Pelatihan

Administrasi Umum 259,400,000 i 254,544,286
Perangkat Daerah Pe t Daerah
Penyediaan Komponen Kab, Jumlah Paket 12 | Paket 8,200,000 |Penyediaan Komponen Kab. Jumlah Paket 12 | paket 5,374,398
Instalasi Pesisir Komponen Instalasi Instalasi Pesisir Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Selatan. Listrik / Penerangan Listrik /Penerangan Selatan. |Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor IV Jurai, Bangunan Kantor Bangunan Kantor IV Jurai, |Bangunan Kantor yang

Painan yvang Disediakan Painan Disediakan
Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Paket 4 | Paket 17,500,000 |Penyediaan Peralatan dan |Kab. Jumlah Paket 2 | Paket 12,543,000
dan perlengkapan Pesisir Peralatan dan perlengkapan Kantor Pesisir Peralatan dan
Kantor Selatan. Perlengkapan Selatan. |Perlengkapan Kantor

IV Jurai, Kantor yang IV Jurai, |yang Disediakan

Painan Disediakan Painan
Penyedianan Bahan Kab, Jumlah Paket 12 | Paket 40,000,000 |Penyediaaan Bahan Kab. Jumlah Paket Bahan 12 | Paket 34,025,274
Logistik Kantor Pesisir Bahan Logistik Logistik Kantor Pesisir Logistik Kantor yang

Selatan. Kantor yang Selatan. |Disediakan

IV Jurai, Disediakan IV Jurai,

Painan Painan
Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket 12 | Paket 17,300,000 |Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket Barang 12 | Paket 17,240,964
Cetakan dan Pesisir Barang Cetakan Cetakan dan Penggandaan |Pesisir Cetakan dan
Penggandaan Selatan. dan Penggandaan Selatan. |Penggandaan yang

TV Jurai, yang Disediakan IV Jurai, |Disediakan

Painan Painan
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10 Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Dokumen 12 | Dokumen 5,400,000 |Penyediaan Bahan Bacaan |Kab. Jumlah Dokumen 12 | Dokumen 5,400,000
Bacaan dan Peraturan Pesisir Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang- |Pesisir Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Selatan. Peraturan undangan Selatan. |Peraturan Perundang-
IV Jurai, Perundang- IV Jurai, |(Undangan yang
Painan Undangan yang Painan Disediakan
Disediakan
11 | Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 21,000,000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu |Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 20,020,000
Tamu Pesisir Fasilitasi Pesisir Fasilitasi Kunjungan
Selatan. Kunjungan Tamu Selatan. |(Tamu
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
12 Penyelenggaraan Rapat Kab. Jumlah Laporan 12 |Laporan 150,000,000 |Penyelenggaraan Rapat Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 159,940,650
Koordinasi dan Pesisir Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi |Pesisir Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Belatan. Rapat Koordinasi SKPD Selatan. |Koordinasi dan
IV Jurai, dan Konsultasi IV Jurai, |Konsultasi SKPD
Painan SKPD Painan
E. | Pengadaan Barang Milik 3,000,000 |Pej B 18,521,460
Daerah Penunjang Daerah Penunjang Urusan
Uru emerintah Pemerintah Daerah
Daerah
13 | Pengadaan Mebel Kab, Jumlah Paket Mebel (5 Unit 1,000,000 |Pengadaan Mebel Kab. Jumlah Paket Mebel Unit -
Pesisir yang Disediakan Pesisir yvang Disediakan
Selatan. Selatan.
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
14 | Pengadaan Peralatan Kab. Jumlah Unit 10 |Unit 1,000,000 |Pengadaan Peralatan dan |Kab. Jumlah Unit Peralatan Unit 18,521,460
dan Mesin Lainnya Pesisir Peralatan dan Mesin Lainnya Pesisir dan Mesin Lainnya yang
Selatan. Mesin Lainnya yang Selatan. |Disediakan
IV Jurai, Disediakan IV Jurai,
Painan Painan
15 Pengadaan Sarana dan Kab. Jumlah Unit Sarana |5 Unit 1,000,000 |Pengadaan Sarana dan Kab. Jumlah Unit Sarana Unit -
Prasarana Pendukung Pesisir dan Prasarana Prasarana Pendukung Pesisir dan Prasarana
Gedung Kantor atau Selatan. Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Selatan, |Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya IV Jurai, Kantor atau Bangunan Lainnya IV Jurai, [Kantor atau Bangunan
Painan Bangunan Lainnya Painan Lainnya yang
yang Disediakan Disediakan
F. Penvediaan Jasa 157,000,000 |Penvediaan Jasa 139,324,782
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
16 Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 42,000,000 |Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 41,470,500
Komunikasi, S8umber Pesisir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Pesisir Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Selatan. Komunikasi, Air dan Listrik Selatan. |Komunikasi, Sumber
IV Jurai, Sumber Daya Air IV Jurai, |Daya Air dan Listrik
Painan dan Listrik yang Painan yang Disediakan
Disediakan
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17 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 | Laporan 115,000,000 |Penyediaan Jasa Kab, Jumlah Laporan 12 | Laporan 97,854,282
Pelayanan Umum Pesisir Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |Pesisir Penyediaan Jasa
Kantor Selatan. Pelayanan Umum Selatan.  |Pelayanan Umum
IV Jurai, Kantor yang IV Jurai, |Kantor yang Disediakan
Painan Disediakan Painan
G. | Pemeliharaan Barang 234,600,000 |Pemeliharaan Barang Milik 252,683,650
Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah
18 | Penyediaan Jasa Kab, Jumlah Kendaraan | 13 | Unit 158,000,000 |Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Kendaraan 13 | Unit 176,083,650
Pemeliharaan, Biaya Pesisir Dinas Operasional Pemeliharaan, Biaya Pesisir Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, Selatan. atau Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak, dan |Selatan. |Lapangan yang
dan Perizinan IV Jurai, Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas |IV Jurai, |Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Painan dibayarkan Pajak Operasional atau Painan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau dan Perizinannya Lapangan Perizinannya
Lapangan
19 | Pemeliharaan Peralatan | Kab. Jumlah Peralatan 31 | Unit 16,600,000 |Pemeliharaan Peralatan Kab. Jumlah Peralatan dan 31 | Unit 16,600,000
dan Mesin Lainnya Pesisir dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Pesisir Mesin Lainnya yang
Selatan. yang Dipelihara Selatan. |Dipelihara
IV Jurai, IV Jurali,
Painan Painan
20 | Pemeliharaan/Rehabilit | Kab. Jumlah Gedung 1 | Unit 60,000,000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi |Kab. Jumlah Gedung Kantor 1 | Unit 60,000,000
asi Gedung Kantor dan Pesisir Kantor dan Gedung Kantor dan Pesisir dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Selatan. Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Selatan. |yang
IV Jurai, yang IV Jurai, |Dipelihara/Direhabilita
Dipelihara/Direhabi Painan si
litasi
| II. | PROGRAM " L 1,230,000,000 [PROGRAM I 1,109,322,593
| PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
| PENGAWASAN PENGAWASAN
H. | Penyelenggaraan & 2 977,000,000 |Penyelenggaraan s 845,653,277
Pengawasan Internal Wi {
21 | Pengawasan Kinerja Kab. Jumlah Laporan 4 Laporan 65,000,000 |Pengawasan Kinerja Kab. Jumlah Laporan Hasil |4 Laporan 72,276,961
Pemerintah Daerah Pesisir Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Pesisir Pengawasan Kinerja
Selatan. Kinerja Pemerintah Selatan. |Pemerintah Daerah
IV Jurai, Daerah IV Jurai,
Painan Painan
22 | Pengawasan Keuangan Kab. Jumlah Laporan 96 |Laporan 558,000,000 |Pengawasan Keuangan Kab. Jumlah Laporan Hasil |96 Laporan 450,815,089
Pemerintah Daerah Pesisir Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Pesisir Pengawasan Keuangan
Selatan. Keuangan Selatan. |Pemerintah Daerah
IV Jurai, Pemerintah Daerah IV Jurai,
Painan Painan
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23 | Reviu Laporan Kinerja Kab. Jumlah Laporan 3  |Laporan 48,000,000 |Reviu Laporan Kinerja Kab. Jumlah Laporan Hasil |3 Laporan 42,596,370
Pesisir Hasil Reviu Laporan Pesisir Reviu Laporan Kinerja
Selatan. Kinerja Selatan.
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
24 | Reviu Laporan Kab. Jumlah Laporan 3 Laporan 18,000,000 |Reviu Laporan Keuangan |Kab. Jumlah Laporan Hasil |5 Laporan 38,018,410
Keuangan Pesisir Hasil Reviu Laporan Pesisir Reviu Laporan
Selatan. Keuangan Selatan. |Keuangan
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
25 | Pengawasan Desa Kab. Jumlah Laporan 15 |Laporan 1,000,000 |Pengawasan Desa Kab. Jumlah Laporan Hasil Laporan -
Pesisir Hasil Pengawasan Pesisir Pengawasan Desa
Selatan, Desa Selatan.
IV Jurai, IV Jurai,
Painan Painan
26 | Kerja S8ama Pengawasan | Kab. Jumlah 1 Kesepakatan 1,000,000 |Kerja Sama Pengawasan Kab. Jumlah Kesepakatan Kesepakatan -
Internal Pesisir Kesepakatan Internal Pesisir Pengawasan Internal
Selatan. Pengawasan Selatan. |yang Terbentuk
IV Jurai, Internal yang IV Jurai,
Painan Terbentuk Painan
27 | Monitoring dan Evaluasi | Kab. Jumlah Dekumen 24 | Dokumen 286,000,000 |Monitoring dan Evaluasi Kab. Jumlah Dokumen Hasil 24 | Dokumen 241,946,447
Tindak Lanjut Hasil Pesisir Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pesisir Monitoring dan
Pemeriksaan BPK RI Selatan. dan Evaluasi Pemeriksaan BPK RI dan Selatan. |Evaluasi Tindak Lanjut
dan Tindak Lanjut Hasil | IV Jurai, Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil IV Jurai, |Hasil Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan APIP Painan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIP Painan RI dan Tindak Lanjut
RI dan Tindak Hasil Pemeriksaan APIP
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
L Penvelen 253,000,000 |Penvelenggaraan 263,669,316
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu Tujuan Tertentu
28 | Penanganan Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan 50,000,000 |Penanganan Penyelesaian |Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan 47,956,714
Penyelesaian Kerugian Pesisir Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Pesisir Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah Selatan. Kerugian Selatan. |Negara/Daerah yang
IV Jurai, Negara/Daerah IV Jurai, |Ditangani
Painan yang Ditangani Painan
29 | Pengawasan Dengan Kab. Jumlah Laporan 35 |Laporan 203,000,000 |Pengawasan Dengan Kab. Jumlah Laporan Hasil |45 Laporan 215,712,602
Tujuan Tertentu Pesisir Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Pesisir Pengawasan Dengan
Selatan. Dengan Tujuan Selatan. |Tujuan Tertentu
IV Jurai, Tertentu IV Jurai,
Painan Painan
ur. < L 40.000.000 " 9 50
PERU AN KEBIJAKAN,
KEBIJAKAN, D
INGAN DAN ASISTENSI
ASISTENSI
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2,000,000

hii

Teknis di Bidang Teknis di Bidang
Pengawasan dan Pengawasan dan Fasilitasi
Fasilitasi Pengawasan Pengawasan
30 | Perumusan Kebijakan Kab. Jumlah 2 Rekomendasi 1,000,000 |Perumusan Kebijakan Kab, Jumlah Rekomendasi |0 Rekomendasi -
Teknis di Bidang Pesisir Rekomendasi Teknis di Bidang Pesisir Kebijakan Teknis di
Pengawasan Selatan. Kebijakan Teknis di Pengawasan Selatan. |Bidang Pengawasan
IV Jurai, Bidang Pengawasan IV Jurai, |vang Disusun
Painan yang Disusun Painan
31 | Perumusan Kebijakan Kab. Jumlah 2 Rekomendasi 1,000,000 |Perumusan Kebijakan Kab. Jumlah Rekomendasi [0 Rekomendasi -
Teknis di Bidang Pesisir Rekomendasi Teknis di Bidang Fasilitasi |Pesisir Kebijakan Teknis di
Fasilitasi Pengawasan Selatan. Kebijakan Teknis di Pengawasan Selatan. |Bidang Fasilitasi
IV Jurai, Bidang Fasilitasi IV Jurai, |Pengawasan vang
Painan Pengawasan yang Painan Disusun
Disusun
K. Pendampingan dan 38,000,000 |(Pendampingan dan 59,666,050
Asi i . "
32 | Pendampingan dan Kab. Jumlah Perangkat 41 |PD 35,000,000 |Pendampingan dan Kab. Jumlah Perangkat 41 Perangkat 42,529,550
Asistensi Urusan Pesisir Daerah yang Asistensi Urusan Pesisir Daerah yang Dilakukan Daerah
Pemerintah Daerah Selatan. Dilakukan Pemerintah Daerah Selatan. |Pendampingan dan
1V Jurai, Pendampingan dan IV Jurai, |Asistensi Urusan
Painan Asistensi Urusan Painan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
Daerah
33 | Pendampingan, Kab. Jumlah Perangkat 41 |PD 1,000,000 |Pendampingan dan Kab. Jumlah Perangkat 41 Perangkat 17,136,500
Asistensi, Verifikasi, Pesisir Daerah yang Asistensi Urusan Pesisir Daerah yang Dilakukan Daerah
dan Penilaian Reformasi | Selatan. Dilakukan Pemerintah Daerah Selatan. |Pendampingan,
Birokrasi IV Jurai, Pendampingan, IV Jurai, |Asistensi, Verifikasi,
Painan Asistensi, Verifikasi, Painan dan Penilaian Reformasi
dan Penilaian Birokrasi
Reformasi Birokrasi
34 | Koordinasi, Monitoring Kab. Jumlah Kegiatan 41 |PD 1,000,000 |Pendampingan dan Kab. Jumlah Kegiatan 41 Perangkat
dan Evaluasi serta Pesisir Koordinasi, Asistensi Urusan Pesisir Koordinasi, Monitoring Daerah
Verifikasi Pencegahan Selatan. Monitoring dan Pemerintah Daerah Selatan. |dan Evaluasi serta
dan Pemberantasan IV Jurai, Evaluasi serta IV Jurai, |Verifikasi Pencegahan
Korupsi Painan Verifikasi Painan dan Pemberantasan
Pencegahan dan Korupsi
Pemberantasan
Korupsi
35 | Pendampingan, Kab. Jumlah Perangkat |41 |PD 1,000,000 |Pendampingan dan Kab. Jumlah Perangkat 41 Perangkat -
Asistensi dan Verifikasi Pesisir Daerah yang Asistensi Urusan Pesisir Daerah yang Dilakukan Daerah
Penegakan Integritas Selatan. Dilakukan Pemerintah Daerah Selatan. |Pendampingan,
IV Jurai, Pendampingan, IV Jurai, |Asistensi dan Verifikasi
Painan Asistensi dan Painan Penegakan Integritas
Verifikasi
Penegakan
Integritas
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari

aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk

bidang

pengawasan,

usulan-usulan

tersebut

tidak

dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut

mai

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Program/ : Indikator | Besaran/
No. Lokasi e Catatan
Kegiatan Kinerja Volume
(1) (2) (3) (4) (5) 6)

'

A K

A

A

A A

JEB U & W

«

y i

Ve

AN
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3.1

3.2

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Daerah di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung Arah
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
terkait Reformasi Hukum dan Birokrasi yang berhubungan
dengan “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui
reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.

Kebijakan Nasional terkait bidang pengawasan juga dimuat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib
mencantumkan program pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Dokumen

perencanaan dan penganggaran.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan
penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1
(satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan. Perumusan tujuan menjabarkan apa
yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dan yang akan membantu

mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
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Pesisir Selatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai

dengan tujuan organisasi.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang
telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih
dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja.

Pada Tahun 2023 yang akan datang sasaran pengawasan
yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan
kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan
sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Sasaran dan
indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja :
a. Opini BPK.
b. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten
c. Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Maturitas SPIP dengan indikator kinerja :
a. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah.
b. Level Kapabilitas APIP
Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka
dirumuskan indikator sasaran. Indikator sasaran yang
digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Tujuan, Sasaran
dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat
pada Tabel 3.1 berikut ini :
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

3. Mewujudkan |1. Meningkatnya | 1. Opini BPK WTP
Tata Kelola Akuntibilitas | 2. Nilai Rata-Rata B
Pemerintahan Keuangan Reformasi
yang bersih dan Kinerja Birokrasi
dari KKN, Pemerintahan Pemerintah
Akuntabel dan | Daerah Kabupaten
Berkinerja

. Rata-rata nilai BB
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Intern
Pemerintahan
(SAKIP)
Perangkat
Daerah
2. Meningkatnya Level Maturitas 3
Maturitas SPIP
SPIP Level
Kapabilitas
APIP
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3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan

terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun dengan

beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.

Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026 dalam Misi “Memperkuat tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
transparan”

Mendukung percepatan Subtainable Development Goals
(SDGs) kinerja pada tujuan 16 yaitu menguatkan
masyarakat yang inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua dan membangun kelembagaan yang efektif,
akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis dan permasalahan yang
dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan
Kegiatan.

Dalam Renja ini Inspektorat Daerah melaksanakan 3

program, 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan jumlah
total dana Pagu indikatif sebesar Rp 8.300.596.293,- dari
Dana Alokasi Umum (DAU). Lokasi kegiatan terpusat di

wilayah Kabupaten Pesisir Selatan kecuali untuk kegiatan

rapat koordinasi serta pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan di luar daerah.
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Program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk
menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten
Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman serta
arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan
sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana
stratejik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan
Kegiatan tersebut yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Penyediaaan Komponen Instalasi
Listrik/Bangunan Kantor
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan
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11) Fasilitasi Kunjungan Tamu
12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
13) Pengadaan Mebel
14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20) Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
h. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
21) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
22) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
23) Reviu Laporan Kinerja
24) Reviu Laporan Keuangan
25) Pengawasan Desa

26) Kerjasama Pengawasan Internal
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27) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

i. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu

28) Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

29) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi
j. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan

30) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

31) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi
Pengawasan

k. Pendampingan dan Asistensi

32) Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

33) Pendampingan  Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

34) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta
Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi

35) Pendampingan,  Asistensi dan  Verifikasi
Penegakan Integritas

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan
indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat dalam
tabel 3.2 dibawah ini :
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TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024

Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Program/ Penting
mm:“ Capaian Keluaran Sub ‘Hasil Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Target Capaian Kebutuhan
Program Kegiatan (Rp.) Dana / Pagu
Program Keluaran S8ub  Hasil Tolak Ukur Target !ndlktﬂl'(lp-l
Kegiatan Kegiatan
6 SUR PENGAWABAN
RUSAN PEMERINTAH
6 01 [INSPEKTORAT DAERAH
8,300,596,293 11,474,414,425
6| 01| o1 AM PENUNJANG se 100% 7 ~ [100% '
PEMERINTAHAN [Ketercapaian 7,030,596,293 | 8,075,299,385
UPATEN/KOTA
6| 01 o1 o1 Perencanaan, Terlaksananya 12 bulan
Penganggaran, dan Perencanaan, 31,000,000 85,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran
Daerah dan evaluasi
kinerja perangkat
daerah
6| 01| 01 01| 01 |Penyusunan Dokumen Mumlah Dokumen 13 Laporan
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 30,000,000 50,000,000
Daerah Daerah g !
6( 01| 01 01| 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Mumiah Laporan 3 Laporan
Daerah Evaluasi Kinerja 1,000,000 35.000.000
Perangkat Daerah ' !
!
6 01| 01 02 IAdministrasi Keuangan [Tersedianya 12 bulan
| Perangkat Daerah Administrasi 6,295,596,293 6,658,474,485
Keuangan
perangkat daerah
6 01| Ot 02| 0] |[Penyediaan Gaji dan Mumlah Orang yang 59  |Orang/Bulan
[Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 6,200,596,293 6,521,328,130
[Tunjangan ASN e
6| 01| Ol 02| 02 |Penyediaan Administrasi Numlah Dokumen Hasil 12  |Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 95,000,000 137,146,355
Pelaksanaan Tugas ASN ! !
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01| 01 05 {Administrasi Kepegawaian rlaksananya 12 bulan
Perangkat Daerah {Pendidikan dan 50,000,000 140,000 .000
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan
|Tugas dan Fungsi
01| 01 05| 09 |Pendidikan dan Pelatihan Mumlah Pegawai 5 orang
Pegawai Berdasarkan IBerdasarkan Tugas dan 50,000,000 140,000,000
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
01| 01 06 |Administrasi Umum Terlaksananya 12 bulan
Perangkat Daerah IAdministrasi 59,4 00 358,053,520
Umum Perangkat
Daerah
01| 01 06 | 01 |Penyediaan Komponen Mumlah Paket Komponen 12 |Paket
Instalasi Instalasi 8,200,000 10,288,500
Listrik/Penerangan Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01] 01 06| 02 [Penyediaan Peralatan dan WJumlah Paket Peralatan 4 Paket
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 17,500,000 40,000,000
yang Disediakan
o1| o1 06| 04 |Penyediaan Bahan Logistik Mumlah Paket Bahan 12 |Paket
Kantor Logistik Kantor yang 40,000,000 50,537,530
Disediakan ’
01| 01 06 [ 05 |Penyediaan Barang WJumlah Paket Barang 12  |Paket
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan 17,300,000 40,342,490
Penggandaan yang
Disediakan
01| 01 06 | 06 |Penyediaan Bahan Bacaan Wumlah Dokumen Bahan 12 |Dokumen
/dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan 5,400,000 6,000,000
undangan Perundang-Undangan !
vang Disediakan
01| 01 06| 08 ]l_?aaililani Kunjungan Tamu pMumlah Laporan 12 |Laporan
Fasilitasi Kunjungan 21,000,000 55,000,000
[Tamu
01| 01 06 | 09 |Penyelenggaraan Rapat Mumiah Laporan 12 |Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 150,000,000 155,885,000
SKPD Koordinasi dan W
Konsultasi SKPD
01| o1 o7 Pengadaan Barang Milik terlaksananya 12 bulan
Daerah Penunjang Urusan pengadaan BMD 8,000,000 160,000,000
Pemerintah Daerah penunjang
urusan
pemerintah
daerah
01| 01 07 | 05 |Pengadaan Mebel tumlah Paket Mebel 1 Unit
lvang Disediakan 1,000,000 60,000,000
01| 01 07 | 06 |Pengadaan Peralatan dan umlah Unit Peralatan 1 Unit
Mesin Lainnya /dan Mesin Lainnya yang 1,000,000 50,000,000
Disediakan T
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or| o1 07| 11 |[Pengadaan Sarana dan Mumlah Unit Sarana dan
IPrasarana Pendukung Prasarana Pendukung
IGedung Kantor atau Gedung Kantor atau
IBangunan Lainnya Fanwmm Lainnya yang
Disediakan
01| 01 08 [Penyediaan Jasa [Terlaksananya
|Penunjang Urusan kegiatan
Pemerintahan Daerah |penyediaan jasa
penunjang
urusan
Ipemerintah
idaerah
01| 01 08 | 02 [Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa 42,000,000 42,298,500
dan Listrik Komunikasi, Sumber
IDaya Air dan Listrik yang
IDis=diakan
01| o1 08 | 04 [Penyediaan Jasa Mumlah Laporan 12 |Laporan
Pelayanan Umum Kantor \Penyediaan Jasa 115,000,000 165,862,180
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
01| 01 09 [Pemeliharaan Barang Milik terlaksananya 12 bulan
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan 234,600,000 465,610,700
[Pemerintahan Daerah BMD penunjang
|urusan
pemerintah
lgeam.h
01| O1 09| 02 |Penyediaan Jasa lJumlah Kendaraan Dinas 13 [Unit
Pemeliharaan, Biaya |Operasional atau 158,000,000 300,179,600
Pemeliharaan, Pajak dan |Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
01| 01 09| 06 |Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan 131 |Unit
[dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 16,600,000 56,600,000
Dipelihara
01| 01 09 | 09 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Mumlah Gedung Kantor 1 Unit
|Gedung Kantor dan [dan Bangunan Lainnya 60,000,000 108,831,100
IBangunan Lainnya lyang
Dipelihara/Direhabilita

Penyelenggaraan aksananya 12 Bulan

|Pengawasan Internal pengawasan 977,000,000 2,415,578.160
internal
Ipemerintah
Enen.h

01| 02 01 01 |[Pengawasan Kinerja Wumlah Laporan Hasil 4 Laporan
Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja 65,000,000 80,000,000
Pemerintah Daerah
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01| 02] 2| 01| 02 [Pengawasan Keuangan [lumlah Laporan Hasil o5 [Laporan
[Pemerintah Dasrah Pengawasan Keuangan 558,000,000 1,199,428.680
Pemerintah Daerah R
01| 02| 2| 01| 03 |[Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan
Reviu Laporan Kinerja 48,000,000 250,247,440
01| 02] 2| 01| 04 |Reviu Laporan Keuangan Mumlah Laporan Hasil e Laporan
Reviu Laporan Keuangan 18,000,000 130,123,720
01 02] 2| 01| OS5 |Pengawasan Desa umlah Laporan Hasil 1 Laporan
[Penigawasan Desa 1,000,000 50,000,000
0l 02| 2| 01| 06 [Kerja Sama Pengawasan Mumlah Kesepakatan 1 Kesepakatan
lInternal Pengawasan Internal 1,000,000 25,000,000
lvang Terbentuk
01| 02| 2| 01| 07 |Monitoring dan Evaluasi Mumlah Dokumen Hasil 24 |Dokumen
[Tindak Lanjut Hasil [Monitoring dan Evaluasi 286,000,000 680,778,320
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
[Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
o1} 02| 2] o2 Penyelenggaraan [Terlaksananya 12 Bulan
Pengawasan dengan kegiatan 3, 00 633,536,880
[Tujuan Tertentu pengawasan
tujuan tertentu
01| 02( 2| 02| 01 |[Penanganan Penyelesaian Jumlah Laporan 1 Laporan
Kerugian Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian 50,000,000 75,984,200
Negara/Daerah yang
|Ditangani
01| 02( 2| 02| 02 |Pengawasan dengan Mumlah Laporan Hasil 5 |Laporan
[Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan 203,000,000 557,552,680
ITujuan Tertentu

- [Peru

bij
[Teknis di Bidang 2,000,000 60 0
Pengawasan dan Fasilitasi Sl
Pengawasan di Bidang
Pengawasan
01| 03| 2| 01| Ol [Perumusan Kebijakan Uumlah Rekomendasi I |Rekomendasi
ITeknis di Bidang Kebijakan Teknis di 1,000,000 30,000,000
Pengawasan Bidang Pengawasan yang ’
Disusun
G1| 03| 2| 01| 02 |Perumusan Kebijakan Uumiah Rekomendasi 1 |Rekomendasi
(Teknis di Bidang Fasilitasi Kebijakan Teknis di 1,000,000 30,000,000
Pengawasan Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang
Disusun
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01| o3| 2| o2 Pendampingan dan |Terselenggaranya 12 Bulan
|Asistensi pendampingan 38,000,000 290,000,000
|dan asistensi
urusan
pemerintah
daerah
01| 03| 2| 02| 01 |Pendampingan dan Mumlah Perangkat 41 |Perangkat
|Asistensi Urusan Daerah yang Dilakukan idacrah 35,000,000 80,000,000
Pemerintahan Daerah Pendampingan dan
lAsistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
01| 03| 2] 02| 02 |Pendampingan, Asistensi, tumlah Perangkat 10 |Perangkat
'Verifikasi, dan Penilaian Daerah yang Dilakukan idaerah 1,000,000 75,000,000
Reformasi Birokrasi Pendampingan,
IAsistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi
|Birokrasi
01| 03f 2 02| 03 |Koordinasi, Monitoring dan (Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan
Evaluasi serta Verifikasi Koordinasi, Monitoring 1,000,000 90,000,000
Pencegahan dan |dan Evaluasi serta
Pemberantasan Korupsi |Verifikasi Pencegahan
/dan Pemberantasan
Korupsi
01| 03| 2| 02| 04 |[Pendampingan, Asistensi Mumlah Perangkat 5 Perangkat
[dan Verifikasi Penegakan Daerah yang Dilakukan |daerah 1,000,000 45,000,000
Integritas Pendampingan, Asistensi
idan Verifikasi Penegakan
Integritas
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan
sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten
Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja
utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.

Indikator Kinerja dari kedua program tersebut menjadi
tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
dalam evaluasi RKPD dan LKj.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada
tabel 4.1 dibawah ini :

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 49




TABEL 4.2 (T.C.27)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

2. Me ningkatny 1 lewel SFIP 3 3 (3,0057) 3 3 a 3
maturites Sistem Prmerintah Dasrah {3.0057) (3,05 B @as 32
Pengendalian
[Intemn Pemerintah, | 2 Mansjemen risiko - 2 2 2 3
(SPIP) indels (@.23) (2.3
3 Indeks efekrifitas - - 2 2 2 3
pengendalian korupsi (2,25) 2.5
4. Level
4 Level kepahilitas AF1P 3 3 3 3 3 3
(3.09 8 @1m @
[Program Pen yelonggaraan
(Pengavwasan
Pen yolen ggaraan
Peagawasan Internal
1 Kinerja  |Terlak B 8 ™ 10 128 12 130 itl 173 14 175 1s 200
Pemerintah Daerah  |Pengawasan Kinegja obrik obrilk obrik abrik obrik obrik abrik
|Pemerintah Daerah
2 Terlaks 52 152 557 180 570 165 580 170 590 180 00 200 620
h obrik obrik obrik abrik obrik obrik obrik
Daeral Pemerintah Dasrah
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3 Revin i Kinea | Terlakesnanya Revi i T [} ) 150 0 168 0 78 T 88 12 200
Laporan Kinecja (LK), tapocan | laporan laporan laporan rm aposan Inporan
LPPD, PPRG, RPJMD,
RKFD, Standar Biayn,
Pengadnan Barang &
| Jasa)
4 Reviu Lapornn Tnelaknananya Reviu 4 4 7 s 110 7 10 9 178 n 200 13 228
Keuangan Laporan Kenangan Iaporan | lnporun laporan laporan Inporan laparan Iaporan
KA, LEPD)
3 Pengewasss Desa L —— o 40 100 43 120 50 150 0 178 &5 200
| Porgas anan nagari nagari nagari nagari nagan
Dean/Nagari
6 Kegjasmna Tectaksansaya o 5 230 s 250 6 an 7 300 s 310
Intarnal ; ali xak kali keali kali
luternal
7 Monitoring dan |Yerlaknmnanya 550 350 208 780 430 350 500 1000 550 1100 530 1200 750
Evaluasi Tindak Lanjuf{ Monitormg dan Evaluasi| temuvan ‘temuan temuan i van. temuan temuan temuan
Husil Pemericsaan  [Tiodak Lanjut Hasil
BPK K dan Tindek  |Pemeriksasn BPK RI
Lanjut Hasil 480 Tindak Lenjut Hasi
Pemarikeann APIP  |Pemecikansn BPK &
JAPIP
Penyelonggarann
Pengawnsan deagan
Tufuan Tertentu
| Penanganen Terlakaanaaya - o 1 200 1 200 1 300 1 400 1 500
Peayeleanine Kerugian [Pensngenes tahun tshun tahun whun eabun
Negara/ Danea Penyslonsian Kerugins
[ Nogara/ Duerali
2 Pengewassn dengan  |Terlakssnsnys 0 20 288 s 430 ss 550 65 650 £ 780 8 830
Tujuan Terteatu Pongowasas decgan ensun kasun keasus/ kasna/ Kasus/ kaaua/ Keamun/
I Tujuan Tertentu ibusus kbusus Khusus khusus khusus
(Kawus/ Khasua/
| Sertijab/ UYHD
Poraedinan)
Progrum Pesunjang Urussn
(Pemerintahan Dacrah
[Kabupaten/Kota - g
Perencanaan,
Penganggaran, dan i ;i
Evaluasi Kinerja -
Perangkat Dacrah £ 3
1 Peayusunan Dokumen [Tersusunaye a 12 2 12 a0 12 £ 12 40 12 4
Perencanams Peyusunan Dokumen bulen balan bulan bulen bulan
Parangicat Dascah [ Perencanasn Perangkat
Daarah
2 Bvaluasi Kinsgja Terlakaananya Bvabuasi 0 12 25 12 30 12 as 12 w0 12 4
Porangkat Daerab  |Kimerja Perasgkat bulan bules bulan bulan bulan
D marak
Administrasi
Perangkat Daerah
1 Peayediam Gaji dan | Ketrsediaan Gag, 12 12 5701 12 7800 12 9000 12 1200 12 1400 12 1600
Tunjangan ASK Tusjangen ASN den TPP| bulan bulan bule bulen alan. bulan bulan
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Pelatihan Pegawai
berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Adminiatrasi Umum

Peranghat Dasrah

1 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listnik/ Penesangsn
Bangunen Kantor

Imengiluti Pendidikan
dan Pelatihan

| Keternedinan
Komponen |nstalasi
Alat Listrik

2 Peoyediaan Poralatan (Ketersediaan Peralatan

dan Perlenghapan
Kantor

3 Penyediasn Bahao
Logistik Kentor

4 Penyrdiaan Barang
Cetakan dan
Penggandnan

3 Penyediaan Bahan

dan Perlengcspan

[Ketersediaan Bahan
|Alat Tulis Kantor

Ketersedinan Barang
Cetakan dan

(Admuristrasi

|Ketersediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan (Bacasn dan Peraturan

Perundang
6 Fasilitesi Fasilitas

Taan Kunjungan Tamu
7 Penyelengearaan Ketersediaan

Rapat Koordinasi dan [Operasional Rapat

i SKPD i dan
[Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daorsh
Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Dinas Operasional

2 Pengadaan Mebel

3 Pengadaan Peralatan
dan Mesin lninnya

Dinas Roda 2 (dua),
[Jumlah Kendarasn
Dinas Roda 4 {empat)

[Jumlah Pengadasn
[Mebel (Meja, Kursi)
|Jumlah Pengadaan
Peralatan dan Mesin
lainnya [Proyektor +

Pesghsncur Kervas,
Laptop dan Meja
Rimpel)

1s

[

12

f

12

i

54

s10

i:

12

F

12

i

22

20

37

12
bulen

12

bulim

12
‘bulan

12

12

]

12

H

63

orang

| i 3

12
‘bulan

12

bulan

12

‘bulan
12

12

12
bulan

175

75
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4.7 Sarana

dan Preserana

Penduleng Gedung

Kantor Lainnys
Penyedinan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1M o Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listsik

2 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umnum
Kantor

Pemeliharann Barang
Milik Dnerah
Peauajang Urusan
Pemerintahan Daerah

1F di

Jaga
Komunikasi, Sumber
Daye Air dan Listrik
Ketersediaan Jasa
Pelayanan Umium
Kantor

Pemelibaraan, Biaya
Pemeliharaan dan
Prjsk Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jshatan

2P diasn Jasa

kendaraan dinas

Femelihiaraan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendarsan Dinas
Operasionsl atau
Lapangsn

Kendarasn Dinas
Operasional

Peralatan dan Mesin
Lainnya
4 liharaan/ Rehabi

litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Leinnya

5 ik / Rehabi

litasi Sarana dan
Pras arana

Cedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

[Program Perumusan
Kebijaican, Pendampin gan
|dan Asistensi
Perumusan Hebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawmsan

Teknis di Bidang
Pengawasan

2 by

i Telknis di

Bidang Pengawasan

Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan|

|Kebijakan Teknis di
|Bidang Pasilitasi
Pengawas an

bulsn

12
bulan

peraturan

s

peraturan

5

peratusan

a5
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Pendampingan dan.
Asistensi
i dmn 1k 4 4 4 4 4 200
Asistensi Urusan  |Pendampingsn dan kegatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Pemerintehan Daerah|Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
(Pelaksanasn SPIP,
ILHKPN dan LHKASN,
Saber Pungi)
Pendampingan, Terlaks ananya 63 0 ki B0 B85 100
Asistensi, Verifikasi [Pendampingsn, nilai nilai nilai nilei nilai
dan Penilsian Asistensi, Verifikasi
Reformasi Birokrasi  |dan Penilaian
I:-hm-i Birokrasi
rlak 1 1 1 1 1 80
Pvaluasi serta |dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan (Verifikesi Pencegahan
dan Pemb dan
Korupsi Korupsi (RAD KPK)
X 1 1 1 1 1 40
-~ , : .
Verifikasi Penegakan |Asistensi, dan
Intogritas Verifikasi Penegalen
Integitas
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Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023 terdapat 3 Program, 11 Kegiatan dan 35
sub kegiatan, baik program utama yang merupakan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi
dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.
Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan
peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang
perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk
menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan
dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan
juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja
pada setiap programnya. Rencana Kerja dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.2
dibawah ini.
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Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023

Kode Program /Kegiatan/s Indikator Kinerja Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan
ub-kegiatan Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) . 3
Target Rupiah Lokasi
dan kegiatan (output) _
(1) 2) (3) 4) (5) (6)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
01 INSPEKTORAT 8,300,596,293 1
DAERAH
o1 ] 01 PROGRAM Persentase 100 % 7,030,596,293 | Kab. Pesisir
PENUNJANG URUSAN Ketercapaian Selatan. IV
PEMERINTAHAN penunjang urusan Jurai, Painan
DAERAH pemerintah daerah
KABUPATEN /KOTA kabupaten
01011201 Perencanaan, Terlaksananya 2 Bulan 31,000,000 Kab.
Penganggaran, dan Perencanaan, Pesisic Salatan.
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan )
Perangkat Daerah evaluasi kinerja v Jursi,
perangkat daerah Painan
01 o1 f21o01|o01 Penyus-ﬁnan Jumlah Dokumen 3 Dokum 30,000,000 | Kab. Pesisir
Dokumen Perencanaan en Selatan. IV
Perencanaan Perangkat Daerah Jurai, Painan
Perangkat Daerah
01 | 061 12|01 07 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 3 Laporan 1,000,000 | Kab. Pesisir
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Selatan. IV
Perangkat Daerah Jurai, Painan
01 ot} 202 Administrasi Tersedianya 12 Bulan 6,295,596,293 | Kab. Pesisir
Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Selatan. IV
Daerah perangkat daerah Jurai, Painan
0110112020l Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 826 | Orang/ 6,200,596,293 | Kab. Pesisir
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Bulan Selatan. IV
Tunjangan ASN Jurai, Painan
01101 2)062] 02| Penyediaan Jumlah Dokumen 12 Dokum 95,000,000 | Kab. Pesisir
Administrasi Hasil Penyediaan en Selatan. IV
Pelaksanaan Tugas Administrasi Jurai, Painan
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
01 )01 2]05 Administrasi Terlaksananya 12 Bulan 50,000,000 | Kab. Pesisir
Kepegawaian Pendidikan dan Selatan. IV
Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Jurai, Painan
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
01 [ 01 [ 2] 05|09 | Pendidikan dan Jumlah Pegawai 5 orang 50,000,000 | Kab. Pesisir
! Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Selatan. IV
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Jurai, Painan
dan Fungsi
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Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan
01 | ot 06 Administrasi Umum Terlaksananya 12 Bulan 259,400,000 | Kab. Pesisir
Perangkat Daerah Administrasi Umum Selatan. IV
Perangkat Daerah Jurai, Painan
o1 o1 06 | 01 | Penyediaan Jumlah Paket 12 Paket 8,200,000 | Kab. Pesisir
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Selatan. IV
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Jurai, Painan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01 | o1 06 | 02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 4 Paket 17,500,000 | Kab. Pesisir
dan Perlengkapan Peralatan dan Selatan. IV
Kantor Perlengkapan Kantor Jurai, Painan
yang Disediakan
01 f o1 06 | 04 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 12 Paket 40,000,000 | Kab. Pesisir
Logistik Kantor Logistik Kantor yang Selatan. IV
Disediakan Jurai, Painan
o1 | o1 06 | 05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 12 Paket Kab. Pesisir
Cetakan dan Cetakan dan 17,300,000 | Selatan. IV
Penggandaan Penggandaan yang Jurai, Painan
Disediakan
01 ] ol 06 | 06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 12 Dokum 5,400,000 | Kab. Pesisir
Bacaan dan Bahan Bacaan dan en Selatan. IV
Peraturan Perundang- | Peraturan Perundang- Jurai, Painan
undangan Undangan yang
Disediakan
01101 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 Laporan 21,000,000 | Kab. Pesisir
Tamu Fasilitasi Kunjungan Selatan. IV
Tamu Jurai, Painan
01 | ol 06 | 09 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan 12 Laporan 150,000,000 | Kab. Pesisir
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan Rapat Selatan. IV
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Jurai, Painan
Konsultasi SKPD
o1 | o1 o7 Pengadaan Barang Terlaksananya 12 Bulan 3,000,000 | Kab. Pesisir
Milik Daerah pengadaan BMD Selatan. [V
Penunjang Urusan penunjang urusan Jurai, Painan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
01 [ o1 07 | 05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 1 Unit 1,000,000 | Kab. Pesisir
yang Disediakan Selatan. IV
Jurai, Painan
01 101 07 | 06 | Pengadaan Peralatan | Jumlah Unit Peralatan 1 Unit Kab. Pesisir
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya 1,000,000 | Selatan. IV
yang Disediakan Jurai, Painan
o1 f o1 07 | 11 | Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana 1 Unit 1,000,000 | Kab. Pesisir
dan Prasarana dan Prasarana Selatan. IV
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Jurai, Painan
Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
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01

01

08

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terlaksananya
kegiatan penyediaan
Jjasa penunjang urusan
pemerintah daerah

12 Bulan

157,000,000

Kab. Pesisir
Selatan. IV
Jurai, Painan

o1 ol 08 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 42,000,000 | Kab. Pesisir
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Selatan. [V
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Jurai, Painan
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
01} ol 08 | 04 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 115,000,000 | Kab. Pesisir
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Selatan. IV
Kantor Pelayanan Umum Jurai, Painan
Kantor yang
Disediakan
01} 01 09 Pemeliharaan Barang | Terlaksananya 12 Bulan 234,600,000 | Kab. Pesisir
Milik Daerah pemeliharaan BMD Selatan. IV
Penunjang Urusan penunjang urusan Jurai, Painan
Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah
o1 {01 09 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 13 Unit 158,000,000 | Kab. Pesisir
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau Selatan. IV
Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Jurai, Painan
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
01101 09 | 06 | Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan 31 Unit 16,600,000 | Kab. Pesisir
Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang Selatan. IV
Lainnya Dipelihara Jurai, Painan
01|01 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabi | Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 60,000,000 | Kab. Pesisir
litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Selatan. [V
dan Bangunan yang Jurai, Painan
Lainnya Dipelihara/Direhabilita
si
01 02 PROGRAM Jumlah Temuan BPK, | 100 Temuan, 1,230,000,000 Kab. Pesisir
PENYELENGGARAAN | Nilai SAKIP, Opini Nilai SAKIP: A, Selatan. IV
PENGAWASAN BPK, Persentase WwTP, Jurai, Painan
Tindak lanjut Temuan | persentase TL :
14 %
o1 | 02 01 Penyelenggaraan Terlaksananya 12 Bulan 977,000,000 | Kab. Pesisir
Pengawasan Internal pengawasan internal Selatan. IV
pemerintah daerah Jurai, Painan
oL 1o 01 1 01 | Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil | 4 Laporan 65,000,000 | Kab. Pesisir
Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja Selatan. IV
Pemerintah Daerah Jurai, Painan
01 | 02 01 | 02 | Pengawasan Jumlah Laporan Hasil | 96 Laporan 558,000,000 | Kab. Pesisir
Keuangan Pemerintah | Pengawasan Keuangan Selatan. IV
Daerah Pemerintah Daerah Jurai, Painan
o1 1o2 01 1 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 48,000,000 | Kab. Pesisir
Reviu Laporan Kinerja Selatan. IV

Jurai, Painan
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01 | 02 01 | 04 | Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil | 9 Laporan 18,000,000 | Kab. Pesisir
Keuangan Reviu Laporan Selatan, IV
Keuangan Jurai, Painan
01 | 02 01 | 05 | Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1,000,000 | Kab. Pesisir
Pengawasan Desa Selatan. IV
Jurai, Painan
01 ] 02 01 | 06 | Kerja Sama Jumlah Kesepakatan 1 Kesepa 1,000,000 | Kab. Pesisir
Pengawasan Internal Pengawasan Internal katan Selatan. IV
yang Terbentuk Jurai, Painan
01 | 02 01 | 07 | Monitoring dan Jumlah Dokumen 24 Dokum 286,000,000 | Kab. Pesisir
Evaluasi Tindak Hasil Monitoring dan en Selatan. IV
Lanjut Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Jurai, Painan
Pemeriksaan BPK RI Hasil Pemeriksaan BPK
dan Tindak Lanjut RI dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
APIP APIP
o1 | 02 02 Penyelenggaraan Terlaksananya 12 Bulan 253,000,000 | Kab. Pesisir
Pengawasan dengan kegiatan pengawasan Selatan. IV
Tujuan Tertentu tujuan tertentu Jurai, Painan
01| 02 02 | 01 | Penanganan Jumlah Laporan 1 Laporan Kab. Pesisir
Penyelesaian Penyelesaian Kerugian 50,000,000 | Selatan. IV
Kerugian Negara/Daerah yang Jurai, Painan
Negara/Daerah Ditangani
01 | 02 02 | 02 | Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil | 35 Laporan 203,000,000 | Kab. Pesisir
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan Selatan. IV
Tujuan Tertentu Jurai, Painan
01| 03 PROGRAM Level kapabilitas PK APIP : Level 40,000,000 | Kab. Pesisir
PERUMUSAN APIP, Level Maturitas | 3, SPIP: Level 3 Selatan. IV
KEBIJAKAN, SPIP Pemerintah Jurai, Painan
PENDAMPINGAN Daerah
DAN ASISTENSI
01| 03 o1 Perumusan Kebijakan | Terlaksananya 12 Bulan 2,000,000 | Kab. Pesisir
Teknis di Bi perumusan kebijakan Selatan. IV
Pengawasan dan Teknis di Bidang Jurai, Painan
Fasilitasi Pengawasan | Pengawasan
o1 | 03 01 | 01 | Perumusan Kebijakan | Jumlah Rekomendasi 1 Rekome 1,000,000 | Kab. Pesisir
Teknis di Bidang Kebijakan Teknis di ndasi Selatan. IV
Pengawasan Bidang Pengawasan Jurai, Painan
yang Disusun
01| 03 01 | 02 | Perumusan Kebijakan | Jumlah Rekomendasi 1 Rekome 1,000,000 | Kab. Pesisir
Teknis di Bidang Kebijakan Teknis di ndasi Selatan. IV
Fasilitasi Pengawasan | Bidang Fasilitasi Jurai, Painan
Pengawasan yang
Disusun
01 | 03 02 Pendampingan dan Terselenggaranya 12 Bulan 38,000,000 | Kab. Pesisir
Asistensi pendampingan dan Selatan. IV

asistensi urusan
pemerintah daerah

Jurai, Painan
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6| 01}03 02 | 01 | Pendampingan dan Jumlah Perangkat 41 Perangk 35,000,000 | Kab. Pesisir
Asistensi Urusan Daerah yang at Selatan. IV
Pemerintahan Daerah | Dilakukan daerah Jurai, Painan
Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
6| 01|03 02 | 02 | Pendampingan, Jumlah Perangkat 10 Perangk 1,000,000 | Kab. Pesisir
Asistensi, Verifikasi, Daerah yang at Selatan. IV
dan Penilaian Dilakukan daerah Jurai, Painan
Reformasi Birokrasi Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
6] 0103 02 | 03 | Koordinasi, Jumlah Kegiatan 1 Kegiata 1,000,000 | Kab. Pesisir
Monitoring dan Koordinasi, Monitoring n Selatan. IV
Evaluasi serta dan Evaluasi serta Jurai, Painan
Verifikasi Pencegahan | Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan dan Pemberantasan
Korupsi Korupsi
6|01 03 02 | 04 | Pendampingan, Jumlah Perangkat 5 Perangk 1,000,000 | Kab. Pesisir
Asistensi dan Daerah yang at Selatan. [V
Verifikasi Penegakan Dilakukan daerah Jurai, Painan
Integritas Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi
identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran,
serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat
indikatif merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
pada Tahun 2023. Karena Renja ini masih bersifat indikatif,
maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan
penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala
prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian.
Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian
dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan
kegiatan untuk mendukung sarana dan prasana kerja.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja
yang telah tertuang dalam Revisi Renstra dengan menyesuaikan
bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi
dan perspektif Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan baik
pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentu tidakdapat melakukan sendiri. Pelaksanaan
kegiatan pengawasan perlu di dukung oleh seluruh pemangku
peran terkait, baik pimpinan dan staf serta seluruh perangkat
daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mitra auditan,
mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah
penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat

bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait
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dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan
menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap
pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kritik dan saran
membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi
perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja di masa

yang akan datang.

BIR SELATAN,
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